
GUBERNUR I"AMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 19 TAHUN2022
TEIITAI{G

RENCANA KEzuA PEMERII{TAII DAERAH PROVINSI LAMPI,'ITG TAIIUI{ 2023
DEI{GAN RAHMAT TUHAIT YANG MAIIA ESA

GT'BERNT'R L/TMPT'NG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayar (21

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (21

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
l,ampung Tahun 2023 memuat r€rnc€rngan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah. serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu I (satu) tahun yang
disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi l.ampung Tahun
2Ol9-2O24, Rencana Keda Pemerintah (RKP) dan program
strategis nasional vang mempakan satu kesatuan dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
l,ampung Tahun 2023 memuat arahan kepada Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi
dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar
penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (R-APBD! Tahun 2023:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu
disusun Rencana Kefa Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Peraturan
Gubemur Lamrpuiig;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Llndang-IJndang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(L,embaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1964
Nomor 95, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia ta.}rurr 2O22 Nomor 4,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undalg-Undang (Perpu)
Nomor I Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-l9) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Pcrekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem I(euangan;

6. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O2 Nomor
245, Tambahan l,emabaran Negara Republik Indonesia Nomor
6s73);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l.emabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Penielintah Nomor 26 Tahun 2008 tentalg Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 17 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 602i2);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

1 1. Peratura-rr Pemerintah iiornor 19 Tahun 2022 tentatlg
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 794);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahur, 2O2O-2O24
kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Flukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
t\r^-^- 1 EF7l.ItUrlIUr r\rrrt

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

I6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahrrn 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang
Penelapan Stanrial Pelayanan ivlinimal (Beri'ra Negar a Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8l Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah
Tahun 2023;

19. Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 4 Tat:ur. 2022
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan hiventzu'isasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2OO5-2O25 (lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan l,embaran
Berita Daerah 314);

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang R-encana Pembangunan .Iangka Menengah Daerah
Provinsi l,ampung Tahun 2Ol9-2O24 (kmbaran Daerah
Provinsi I^ampung Tahun 2019 Nomor 13) sebag"imana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2O2l
(kmbaran Daerah Tahun 2021 Nomor l3);

23. Peraturan Daerah Provinsi Laurpung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Lampung (Lembaran Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 4);
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Menetapkan

!1!EMrJTr,rS!<]{N:

GUBERNUR TEITTANG R.EI{CANA
DAERAH (Rr(PD) PROVIISI LAMPUTCG

KERJA
TAHUN

PERATURAN
PEMERINTAII
2023.

BA'B I
I(ETEIYTUAN UU['U

Paral 1

Daltun Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut pralarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelalsana:rnnya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyej ahteralan masyarakat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka IVlenengah Nasionai yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode I (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanj utnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 2O (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka IVlenengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanj utnya
disebut Rencana Keq'a Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode I (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanj utnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.
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13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan da-lam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD
adalah dokumen perencan€ran Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.

16. Rencana Keq'a dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-
PD adalah dokumen perencanuran dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencara pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Derah atau masyarakat, yang dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan
daerah.

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
Perangkat Daerah sebagai bagran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
progrzrm, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (outputl
dalam bentuk barang/j asa.

19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

21. Pembiayaan adalah setiap penerimazrn yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

23. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

BA'B U
RENCANA KER^'A DAN SISTEUATIXA RXPD

Paral 2
(1) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 terdiri dari:

a. Buku I : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi
makro, arah kebijakan keuangan daerah. prioritas
pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan
pendanaan; dan

b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi
L^ampung.

(21 RKPD sebagaimana dimaksud pada ay-at (1) rnerr.ipakan rencalta pembanguiran
tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan provinsi
l,ampung untuk tahun 2023 periode tanggal I Januari 2023 dan berakhir sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023.
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Pasal 3

(l) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan KUA APBD
Provinsi t ampung dan PPAS Tahun 2023.

(21 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2O23;

b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun Rencana Ke{'a
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023; dan

c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi l.ampung dalam menyusun Rancangan
APBD Provinsi l,ampung Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi
Lampung Tahun 2023.

Paral 5

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan arlggaran, ditetapkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator kine{a masing-masing prograrn;

b. t aporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur
l,ampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah
berakhirnya triwulan tahun befalan; dan

c. l,aporan kineda menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi
kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun
berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkandi Telukbetung
pada tanggal ?,c .1t, I

GI'BERIIT'R LAMPUITG,

2022

ARINAL DJUNNDI

Diundangkan
pada tanggal

DAERAH PROVINSI LAMPUNG

FAHRIZAL DARMII{TO

di Telukbetun g
2022

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAIIT N 2C,22 NOMOF. ;.'*
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Pagl 3
(1) RKPD Provinsi L,ampung Tahun 2O23 menjadi landasan penyusunan KUA APBD

Provinsi l,ampung dan PPAS Tahun 2023.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2023;
b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten / Kota Tahun 2023; d,an

c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan
APBD Provinsi Lampung Tahun 2023.

Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan Dewan Perwalilan Rakyat Daerah
Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi
tampung Tahun 2O23.

Paral 5

Dalam rangka pelaksanaan rencana ke{a dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai
berikut:

\; a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas
pelaksanaan rencana kerl'a dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator kineda masing-masing program;

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur
Lampung melalui Bappeda Provinsi la.mpung 14 (empat belas) hari setelah
berakhirnya triwulan tahun be{alan; dan

c. Laporan kineq'a menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi
kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun
berikutnya.

Parol 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 30 - 7 - 2022

GI'BERITT'R LAMPI'NG,

ttd

ARINAL DJUNNDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 8 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAII PROVITSI LA}IPUITG
suai aslinya

BIRO HUXUM,

ttd

FAIIRJZAL DAR]UINTO
AILAI{I SH

itra UterDa Muda
rIP. 1

BERITA DAERAH PROVII|SI LA}IPT'IYG TAIITIY 20/22 XONIOR22
5090s t99ro3 I oo4
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Perel 3
(1) RKPD Provinsi [,ampun6 Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan KUA APBD

Provinsi l,ampung dan i PAS Tahun 2023.

(21 RKPD sebagaimana dimr ksud pada ayat (l) merupakan:
a. Pedoman bagi Perani,kat Daerah dalarn menyusun Rencana Kerja Perangka+,.

Daerah Tahun 2023;
b. Acuan bagi Pemerin.ah Kabupaten / Kota dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (f KPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023; dar,
c. Pedoman fuqg{ Peme:'lntah Provinsl t ampung dalem menjrusun Rancangan

APBD ltovinsr l,ampl ng'l'ahun 2023.

Patal 4
Dalam melakukan pembaharnn RKA-PD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi l-ampung, Kepala l>erargkat Daerah ber-pedoman kepadar RKPD Provinsi
Lampung Tahun 2023.

Palal 6
Dalam rangka pelaksanaan encana ke{a dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai
benkut:Va. Kepala Perangkat Daer,h membuat laporan kinerja triwul,an dan ta-hunan atas

pelaksalaan rencana krrja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran
kegiatan dan indikator krnerja masing-masing program;

b. Laporan sebagaimana d:maksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur
lc.mpung melalui Bap6:da Pro',rnsi Lampung 14 (empat belas) han setelah
bcrakhirnya triwulan tal un bcrjalan; dan

c. Laporan kine{a menja, i masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi
kinerja pelaksanaan pr mbangunan Peranglat Daerah pada anggaran tahun
berikutnya.

Parll 6
Peraturan Gubernur ini mu { berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat m ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penerr patannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkandi Telukbetung
padatanggal 30 - 7 - 2022

GTIBERtrI'R UIIIPUIIG,

ttd

ARINAL DJI'NAIDI

Diundangkan di Telukbetun tl
padatanggal 8 - 8 - 2O2t

SEI{RETARIS DAERAII PRI IVITSI LA}IPUITG
aslinya

llUKrIt ,

ttd

FAIIRIZAL DAI MII{TO
utenr uude

BERITA DAERAII PROVIIrS: LAtrPT'IfG TAIIUIi 2022 TOffiOR 22
tnoftrl looln? 1 lvt,


